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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi
untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya dan
usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah melalui
Pajak Restoran;

b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
ketentuan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang
Pajak Restoran Perlu disesuaikan dengan menetapkan
Peraturan Daerah yang baru yang mengatur tentang Pajak
Restoran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pajak Restoran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembar Negara RI Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaiman telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4966);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4578);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4
Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Tata cara
Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tata
Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Ogan
Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun 1985 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Pejabat adalah Pejabat dan/atau Instansi yang ditunjuk oleh Bupati sesuai tugas

pokok dan fungsinya dibidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.
6. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut

bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan
sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

7. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh restoran, baik yang dihasilkan sendiri  maupun diperoleh dari sumber lain.

8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, selanjutnya disebut SPTPD adalah surat oleh
wajib pajak yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak , dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

9. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah malalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.



11. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
denda.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain
yang diatur dengan Peraturan Bupati, paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak
yang terutang.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK RESTORAN

Pasal 2

Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas pelayanan penjualan makanan
dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli.

Pasal 3

(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran.
(2) Pelayanan yang disedikan di Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh
pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(3) Dikecualikan dari Objek Pajak Restoran adalah batas tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan
dan/atau minuman dari Restoran.

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan
restoran.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN PERHITUNGAN PAJAK RESTORAN

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau
seharusnya diterima restoran.

Pasal 6

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Restoran yang terutang dipungut dalam wilayah tempat restoran berlokasi.



BAB V
MASA PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

BAB VI
PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2) Wajib Pajak menhitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri pajak yang

terutang dengan menggunakan SPTPD.
(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan dibayar sendiri

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membayar pajak yang terutang berdasarkan
SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN, PENAGIHAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan

pajak harus disetor di Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan

dengan menggunakan SSPD.
(4) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 12

(1) Surat teruran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo
pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagih atau surat peringatan
atau surat lain sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

(1) Setiap Wajib Pajak yang membayar sendiri pajak yang terutang wajib mengisi
SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk paleing lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa
pajak.

(4) Bentuk, tata cara penerbitan, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD,
SKPDKB, SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat

salah tulis dan/atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.


